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ABSTRACT 

 

Public services are one of the sectors affected by the Covid-19 pandemic. Restrictions on face-to-face access 

to public services force the digital transformation process to take place. This study aims to provide information 

about the digital transformation that occurs in civil administration services in the city of Yogyakarta. The method 
used is a case study at the Yogyakarta City Population and Civil Registration Service. There are three types of 

digital transformation in civil administration services in Yogyakarta City, namely changes in service patterns, 
changes in civil administration files, and the use of Electronic Signatures (TTE). It can be concluded that digital 

transformation in civil administration services in Yogyakarta City is able to meet the needs of public services during 

the Covid-19 pandemic. The thing of concern is the uneven level of Information Technology literacy in the 
community as well as concerns about the privacy and security of digital data in connection with the use of social 

media as a means of digital transformation in civil administration services in Yogyakarta City. 
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1. PENDAHULUAN  

 
Pandemi Covid-19 memaksa berbagai 

bidang untuk berpindah ke sektor digital. 

Himbauan pemerintah untuk menghindari tatap 

muka, menjaga jarak dan berkerumun dalam 

satu tempat adalah penyebabnya. Termasuk 

didalamnya sektor pelayanan publik. Pelayanan 

publik yang sebelumnya paper-based dan 

mengharuskan tatap muka harus berubah 

menjadi serba digital agar tidak bertentangan 

dengan himbauan pemerintah dan tidak 

menyebabkan semakin berkembangnya virus 

Covid-19.  

Transformasi digital adalah salah satu solusi 

yang dilakukan pada sektor pelayanan publik 

didalam masa pandemi ini. Hal ini didukung 

dengan fakta bahwa Teknologi Informasi (TI) 

sudah berkembang secara signifikan tidak hanya 

pada bidang yang berkaitan dengan Teknologi 

Informasi namun juga masuk ke bidang lain 

termasuk bidang pemerintahan dan bisnis[1]. 

Dalam rangka pemenuhan keinginan dan 

kebutuhan warga masyarakat, pemerintah 

mencoba segala cara yang bisa dilakukan untuk 

mengirimkan informasi dan pelayanan secara 

daring melalui internet atau media digital lain[2] 

untuk membagikan dan menginformasikan 

kebijakan pemerintah demi tata kelola yang 

lebih baik[3] dan untuk mempersingkat 

birokrasi yang ada selama ini.  

Pemerintah juga menyadari pentingnya 

peningkatan kualitas pelayanan publik melalui 

pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi. Peraturan Presiden Nomor 95 

Tahun 2018[4] tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) menyatakan bahwa 

untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, 

efektif, transparan dan akuntabel, pelayanan 

publik yang berkualitas dan dapat diandalkan, 

diperlukan tata kelola berbasis elektronik.  

Hal ini selanjutnya direspon dengan 

munculnya Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 5 Tahun 2018[5] Tentang Pedoman 

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik. Melalui Evaluasi SPBE, maka 

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat 

dinilai tingkat kematangan (maturity level) 

dalam pelaksanaan SPBE yang ditunjukkan oleh 

nilai indeks. 

Peraturan tersebut kemudian diperbarui 

dengan diterbitkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

59 Tahun 2020[6] Tentang Pemantauan Dan 

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik. Perbedaan paling mendasar 
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dibanding peraturan sebelumnya adalah selain 

tetap mempertahankan aspek evaluasi, juga 

terdapat aspek pemantauan SPBE. Selain itu 

juga terjadi perubahan pada domain, aspek dan 

indikator evaluasi SPBE. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

merupakan bagian dari Pemerintah Kota 

Yogyakarta yang bertugas untuk memberikan 

pelayanan Administrasi Kependudukan kepada 

masyarakat Kota Yogyakarta.  Sektor pelayanan 

Administrasi kependudukan ini juga diharuskan 

untuk melakukan perubahan pada model 

pelayanannya agar tetap bisa berjalan dimasa 

pandemi ini dengan tidak melanggar protokol 

kesehatan covid-19. 

Makalah ini membahas transformasi digital 

pada proses pelayanan Administrasi 

kependudukan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada masa 

pandemi Covid-19.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
 

Transformasi digital dalam pemerintahan 
dipandang sebagai dua proses yang berbeda 
yaitu perubahan proses internal dan perubahan 
proses relasional. Perubahan proses internal 
berarti memperbarui teknologi yang digunakan 
dalam mengontrol dan berkoordinasi dalam 
kesehariannya. Sedangkan perubahan proses 
relasional berarti memperbarui aspek sosial dari 

kehadiran pemerintah secara digital ditengah 
masyarakat[7]. Jika dua aspek ini bisa berjalan 
dengan baik maka akan tercipta sistem yang 
lebih efisien dan lebih interaktif. Hal ini tidak 
hanya membuat hubungan antar pemerintah 
menjadi lebih efektif, namun juga 
meningkatkan visibilitas dan interaksi kepada 
masyarakat[8].  

Hampir semua pemerintah daerah maupun 
pusat merevisi sistem mereka untuk 
menyediakan akses layanan online untuk 

publik. Hal ini dilakukan seiring dengan 
kemajuan proses digitalisasi pada masyarakat. 
Penggunaan media daring baik berupa media 
sosial, aplikasi android dan Ios, dan website 
diharapkan dapat meningkatkan proses 
interaksi dan antusiasme masyarakat pada 
pelayanan publik.  Dalam hal pelayanan 
administrasi kependudukan, pemerintah 
melalui Kementerian Dalam Negeri telah 
mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019[9] 

tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan 
secara daring. Peraturan ini mengatur proses 
pengurusan dokumen kependudukan yang 
pengiriman data/berkas persyaratannya 
dilakukan dengan media elektronik dengan 
memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi 
dan informasi.  

Untuk Kota Yogyakarta, Permendagri 
Nomor 7 Tahun 2019 tersebut didukung oleh 
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 

Tahun 2020[10] Tentang Pedoman Tata Kerja 
Pegawai Dalam Tatanan Normal Baru Di 
Pemerintah Kota Yogyakarta. Didalamnya 
terdapat salah satu point penting yaitu 
pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk mempermudah dan 
mempersingkat proses pelayanan publik. 

 

3.  METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode studi kasus pada pelayanan Administrasi 

Kependudukan di pemerintah Kota Yogyakarta. 

Dari studi kasus yang dilakukan, maka 

didapatkan research question berupa  

1. faktor apa yang mendorong transformasi 

digital di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta? 

2. Bagaimana proses transformasi digital pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Yogyakarta? 

3. Tantangan apa saja yang dihadapi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Yogyakarta dalam penerapan transformasi 

digital? 

 

4.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pandemi Covid 19 menyebabkan terjadinya 

transformasi digital pada proses pelayanan 

pengurusan administrasi kependudukan di Kota 

Yogyakarta. Transformasi digital pada proses 

pelayanan administrasi kependudukan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi 

tiga hal yaitu perubahan pola pelayanan, 

perubahan berkas masukan dan keluaran 

dokumen kependudukan dan penggunaan Tanda 

Tangan Elektronik (TTE) pada berkas 

administrasi kependudukan. 
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4.1 Perubahan Pola Pelayanan 
 

Pada pola pelayanan administrasi 

kependudukan konvensional, warga masyarakat 

yang membutuhkan pelayanan adminstrasi 

kependudukan harus datang langsung ke Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 

melakukan tatap muka, mengisi formulir 

permohonan dan melengkapi berkas-berkas 

persyaratan. Gambar 1 menunjukkan salah satu 

formulir yang ada pada proses administrasi 

kependudukan yang harus diisi secara manual. 

 

 
Gambar 1. Formulir Biodata Penduduk 

 

Setelah adanya pandemi covid-19, pelayanan 

administrasi kependudukan dilakukan melalui 

media sosial yaitu aplikasi WhatsApp. Pemohon 

dapat melakukan permintaan permohonan 

pelayanan administrasi kependudukan dengan 

mengirimkan pesan dengan format tertentu 

melalui aplikasi whatsapp ke nomor yang sudah 

disediakan oleh dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil Kota Yogyakarta seperti terlihat 

pada Gambar 2.  Pada proses ini, petugas akan 

menyebutkan persyaratan yang dibutuhkan 

untuk proses permohonan administrasi 

kependudukan tersebut.  

Kemudian terlihat pada Gambar 3 pemohon 

mengunjungi link pendaftaran yang disediakan 

untuk mendapatkan nomor antrian. Pada proses 

ini, pemohon akan mendapatkan semacam token 

sebagai bukti nomor antrian dan nomer 

Whatsapp loket yang sesuai dengan jenis 

permohonan administrasi kependudukan yang 

diajukan. 

 

 
Gambar 2. Formulir pendaftaran antrian 
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Gambar 3. Formulir antrian pelayanan 

 
 

Gambar 4. Formulir pelayanan administrasi 

kependudukan 

 

Gambar 4 menunjukkan formulir 

permohonan pelayanan administrasi 

kependudukan dan pengiriman berkas 

persyaratan secara daring. Dari proses ini 

petugas akan memproses permohonan dan 

mengirimkan berkas keluaran melalui Whatsapp 

atau email pemohon. Jika memang 

menghendaki, pemohon dapat mencetak berkas 

digital kependudukan secara mandiri 

menggunakan kertas berukuran A4 dengan berat 

80 gram. 

Pemilihan aplikasi Whatsapp sebagai sarana 

komunikasi pelayanan dikarenakan penggunaan 

aplikasi ini yang sudah cukup dikenal oleh 

hampir semua kalangan masyarakat. Selain itu, 

faktor kemudahan dalam penggunaan juga 

menjadi faktor pertimbangan lainnya.  
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4.2 Perubahan Berkas Masukan Dan 

Berkas Keluaran  

 

Sebelum pandemi, semua berkas masukan 

dan berkas keluaran pada pelayanan 

administrasi kependudukan adalah paper-based. 

Semua persyaratan administrasi kependudukan 

berupa material kertas, bisa berupa formulir 

permohonan, dokumen asli atau salinan dari 

dokumen asli. Setelah pandemi, berkas masukan 

pada pelayanan berubah menjadi berkas digital 

yaitu berupa hasil Scan atau foto dari berkas 

persyaratan yang diperlukan seperti yang tertera 

pada tabel 1. 

Tabel 2 menunjukkan perubahan bentuk 

berkas keluaran menjadi berkas digital yaitu 

menjadi berkas Portable Document Format 

(Pdf).  

Tabel 1. Perubahan berkas masukan 

administrasi kependudukan 

Sebelum 

transformasi digital 

Setelah transformasi 

digital 

Formulir Permohonan  Permohonan melalui 

pesan Aplikasi 

Whatsapp 

Kartu Keluarga Asli  Scan/ Foto Kartu 

Keluarga 

Fotokopi Akte 

Kelahiran 

Scan/ Foto Akte 

Kelahiran 

Fotokopi Surat Nikah Scan/ Foto Surat Nikah 

Fotokopi Surat 

Keterangan Kehilangan 

dari Kepolisian 

Scan/ Foto Surat 

Keterangan Kehilangan 

dari Kepolisian 

 

 

 

Tabel 2. Perubahan berkas keluaran 

administrasi Kependudukan 
Sebelum 

transformasi digital 

Setelah transformasi 

digital 

Berkas Kartu keluarga Berkas Kartu Keluarga 

dalam bentuk Pdf 

Berkas Biodata Berkas Biodata dalam 

bentuk Pdf 

Berkas Akta Kelahiran Berkas Akta Kelahiran 

dalam bentuk Pdf 

Berkas Akta Kematian Berkas Akta Kematian 

dalam bentuk Pdf 

Berkas Akta 

Perkawinan (non-

muslim) 

Berkas Akta 

Perkawinan dalam 

bentuk Pdf 

Berkas Surat Pindah Berkas Surat Pindah 

dalam bentuk Pdf 

4.3. Penggunaan Tandatangan 

Elektronik (TTE) 

    

 Dokumen kependudukan yang dicetak secara 

digital sudah menggunakan Tanda Tangan 

Elektronik. Penerbitan dokumen kependudukan 

sudah tidak lagi bergantung kepada kehadiran 

pejabat berwenang untuk membubuhkan tanda 

tangan basah sebagai bukti autentikasi.  

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik 

sebagai alat verifikasi dan autentikasi [9] 

ditujukan untuk mempercepat proses pelayanan 

pembuatan dokumen kependudukan. Dokumen 

kependudukan dapat ditandatangani dari jarak 

jauh atau dari luar kantor dengan menggunakan 

gawai elektronik seperti smartphone. Setelah 

dokumen kependudukan dibubuhi TTE, maka 

dokumen dapat langsung dikirimkan kepada 

pemohon melalui aplikasi Whatsapp atau e-mail. 

Penerapan TTE dapat dilihat pada gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Penggunaan TTE pada 

Dokumen Kartu Keluarga 

 

 

5. DISKUSI DAN KESIMPULAN 

 
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa proses transformasi digital pada layanan 

administrasi kependudukan Kota Yogyakarta 

mampu memenuhi kebutuhan pelayanan publik 

dimasa pandemi covid -19. Selain itu juga 

terdapat efisiensi waktu dan biaya sebagai hasil 

transformasi digital dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di Kota Yogyakarta. 

Penyelesaian dokumen kependudukan menjadi 

lebih cepat dikarenakan sudah mengalami 

proses digitalisasi. Terdapat efisiensi biaya 

dikarenakan pemohon tidak harus datang 

langsung ke Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, melainkan dapat 
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mengaksesnya dari mana saja termasuk dari 

rumah.  

Proses transformasi digital pelayanan 

administrasi kependudukan juga menimbulkan 

beberapa kekhawatiran diantaranya adalah 

belum meratanya tingkat literasi teknologi 

informasi dimasyarakat serta mengenai privasi 

dan keamanan data dari pemohon dikarenakan 

penggunaan aplikasi media sosial untuk 

pengiriman berkas masukan dan keluaran 

administrasi kependudukan yang tidak 

mempunyai afiliasi langsung dengan 

pemerintah indonesia.  

Untuk itu, dapat dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai sisi privasi dan keamanan data 

penduduk dalam penggunaan aplikasi media 

sosial pada pelayanan administrasi 

kependudukan di Kota Yogyakarta. 
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